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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 2% TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD,
bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan;

bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan
nasional dan daerah serta penyesuaian kemampuan
riil  keuangan daerah, maka RKPD Kabupaten
Purwakarta Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian
dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
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Daerah-daerah  Kabupaten Dalam  Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);
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Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018
tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 461);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran
Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 262);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045. (Lembar Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan  Pembangunan dan  Pelaksanaan
Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2
Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2026-2046 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 23
Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah

84 % |4 =}
/




Menetapkan

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2025 Nomor );

36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2025 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;

Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom:;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang
urusan  pemerintahan di  bidang perencanaan
pembangunan, riset dan inovasi daerah;

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan
Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD
untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan
berpedoman pada RKPD;

Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
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pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah dokumen yag memuat program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada setiap Perangkat Daerah;

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana
keuangan tahunan suatu daerah yang diusulkan oleh
pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disetujui bersama,
yang nantinya akan ditetapkan menjadi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen
perubahan perencanaan dan penganggaran daerah yang
memuat kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai :

a.

b.

pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun
2026;

pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS Tahun 2026;

pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun
2026.

Pasal 4

Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

a. BABI Pendahuluan

b. BABII Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2026

c. BABIII Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
d

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah

e. BABV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
f. BAB VI Penutup

Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
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Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 29 Jul 2024

MUHAMMAD RONIRI,
S.STP

AGUS KURNIAWAN, S.Hut,
MM

PARAF PEMRAKARSA BUPATI PURWAKARTA,
Kabid PPEPD, )
Bapperida .
Plt.Sekretaris ;ﬁ\
Bapperida ~—

\

Drs. H.SUHANDI, M.Si

PARAF KOORDINASI

H.DICKY DARMAWAN, SH,
M.Hum,CGRE

Plt.Kepala Bagian

A
Kepala Bapperida # SAEPUTI BAHRI BINZEIN
Hukum Setda ‘\'

dr.H. AGUNG DARWIS
SURIAATMADJA, M.Kes

Asda II
Kabupaten
Purwakarta

Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.

Sekretaris Daerah

Purwakarta

Diundangkan di

7%
Kabupaten C]L

Purwakarta

pada tanggal, 29 Jul 2-02(

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

RSN

RI JAYA MIDAN

DAER}XH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 3¢



